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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana dan mengapa fraud terjadi
pada BMT lalu bagaimana tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan BMT
dalam mengatasi fraud. Tujuan penelitian i tidak lain di karenakan banyaknya
kasus fraud pada BMT di media dan menjadi topik hangat para ekonom. Daerah
Istimewa Yogyakarta salah satu daerah di mana perkembangan BMT sangat maju
pesat, Bahkan BMT di Yogyakarta disebut sebagai barometer BMT di Indonesia,
karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya yang sangat baik. Namun
perkembangan BMT di Yogyakarta juga beriringan dengan banyaknya kasus
fraud. Berdasarkan hal tersebut diharapkan hasil penelitian ini dapat mewakili dan
menjadi gambaran umum apa dan bagaimana fraud terjadi pada BMT dan apa
tindankan preventif dan kuratif BMT dalam mencegah dan mengatasi fraud.

fraud yang terjadi pada BMT di Yogyakarta, peneliti jabarkan secara
deskriptif dari hasil wawancara dan dokumentasi. dengan fokus permasalahan
pada tipe - tipe fraud dengan pendekatan teori DR. Steve Albrech, faktor-faktor
yang memengaruhi di lakukannya tindakan  Fraud dengan pendekatan teori
Cressey dan tindakan preventif dan kuratif apa yang dilakuan BMT dalam
pencegahan dan penyelesaian Fraud dengan pendekatan penerapan  Good
Corporate Governance. Kegiatan penelitian dilakukan dengan menelaah data,
menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola sehingga dapat
menemukan makna dari objek penelitian dan dapat dilaporkan secara sistematik
Di kalangan imuwan, pendekatan deskriptif sering dianggap sebagai pendekatan
yang bersifat sangat sederhana. Meskipun demikian pendekatan ini sangat
bermanfaat sebagai studi awal sebelum melangkah pada studi yang bersifat lebih
mendalam.

Hasil penelitian bahwa fraud pada BMT di Yogyakarta kemungkinan bisa
terjadi dan dilakukan oleh semua pihak seperti pengurus, pengawas, manajemen,
karyawan, maupun anggota. Semua pihak mempunyai kemungkinan melakukan
fraud karena setiap kewajiban wewenang ataupun hak yang diberikan kepada
masing-masing memberikan peluang dan kesempatan untuk melakukan tindakan
fraud. Pada BMT sudah terdapat peraturan yang jelas dalam pengelolaan, namun
penyimpangan berupa penipuan, penggelapan, pencurian, mark up dan manipulasi
yang menyangkut keuangan pada BMT masih terjadi dengan didasari oleh banyak
faktor seperti, Tekanan, Kesempatan/peluang dan Rasionalisasi Hasil penelitian
i juga menunjukan bahwa tindakan preventif dan kuratif memiliki acuan dalam
penerapan Good Corporate Governance yang baik, namun penerapan Good
Corporate  governancepada BMT terdapat beberapa kendala dalam
pelaksanaannya, seperti sistem pengawasan, SDA, dan kemajuan teknologi masi
sangat minim dan tertinggal.
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MOTTO

fraud harus dihilangkan hingga nihil. Tetapi, tentu, harapan berkurangnya fraud
ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing untuk mencegahnya.
Untuk itu, jelas, perlu aksi.

Penulis

Mencegah lebih baik daripada mengobati, mengobati lebih baik
daripada mengabaikan.

Penulis
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidak pastian yang identik
dengan risiko, di antaranya adalah risiko terjadinya kecurangan atau
penyimpangan atau dikenal dengan istilah fraud' baik bisa dilakukan dari
pihak internal ataupun pihak eksternal’. Fraud atau penyimpangan atau
kecurangan merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud
disengaja menggunakan sumber daya organisasi/perusahaan secara tidak wajar
untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak
organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lainnya’.

Secara harfiah Fraud didefinisikan sebagai penyimpangan atau
kecurangan, namun pengertian ini telah dikembangkan lebih lanjut sehingga
mempunyai cakupan yang luas. Fraud di sini antara lain adalah manipulasi,
penggelapan, pencurian, dan tindakan buruk lainnya yang dilakukan oleh
suatu pihak yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau

perusahaan/organisasi®. Banyak pakar dan organisasi profesi memberi definisi

' Risiko terjadinya fraud juga dikenal dengan istilah Fraud Risk yakni risiko kejahatan
atau penipuan (baik individu atau institusi) yang diderita perusahaan atau pemerintah (misalnya di
Amerika Serikat dalam Kasus subprime mortgage) sehingga menimbulkan goncangan ekonomi
negara. Lihat: Henricus W. Sumantono, Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis (Jakarta: Kompas,
2010), hlm. 124.

? Karyono, Forensic Fraud (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), him. 1.

> Amin Widjaja Tunggal, Pengantar Internal Auditing (Jakarta: Harvarindo Ananda
Aprishella, 2014), hlm. 56.

* Karyono, Forensic Fraud, hlm. 3.



fraud yang sedikit berbeda karena cara melakukan fraud juga berbeda’.
Meskipun demikian, berbagai definisi fraud tersebut secara prinsip tidak
berbeda. Definisi fraud lebih ditekankan pada konsekuensi hukum seperti
penggelapan, pencurian dengan tipu muslihat, penyalahgunaan wewenang,
kecurangan laporan keuangan, dan lain sebagainya yang menguntungkan
pelakunya namun merugikan orang lain®.

Fraud telah berkembang di berbagai negara termasuk di Indonesia’.
Fraud sebenarnya bukan penyimpangan baru terjadi melainkan sudah sejak
lama. Fraud sudah terjadi sejak 1800 sebelum Maschi pada zaman Babilonia
hal ini terlihat dengan terdapatnya hukum Hammurabi Babilonia sedangkan di
Amerika Serikat sudah terjadi semenjak menjadi koloni Inggris, tercatat 1616
di Jamestown Virgia fraud dilakukan oleh kapten Samuel Argall. Sedangkan
di Indonesia fraud sudah terlihat jelas terkait Vareenigde Oost-Indische
Compagnie atau VOC yang binasa oleh korupsi. VOC bangkrut dan secara
formal dibubarkan pada tahun 1800 dan kepemilikan aset dan utang diambil
alih oleh Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia®.

Tindakan Fraud yang dilakukan suatu pihak biasanya disebabkan oleh

keinginan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Dari beberapa kasus

> Dalam literatur akuntansi dan audit, fraud diterjemahkan sebagai praktik kecurangan

dan fraud sering diartikan sebagai irregularity atau ketidak teratur dan penyimpangan, sedangkan
fraud dalam Undang-undang Republik Indonesia bila dilihat dari Undang-undang No.31 Tahun
1999 yang telah diubah/diperbaiki dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak
Pidana Korupsi, yang di sebut fraud adalah korupsi. Lihat: Diaz Priantara, Fraud Auditing &
Auditing (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), him. 3-9.

% Suginam, “ Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Fraud, Studi Kasus:

PT.Tolan Tiga Indonesia,” Jurnal Pelita Informatika Budi Darma, Vol. XV, No. 1, Oktober
2016, hlm. 23.

" Diaz Priantara, Fraud Auditing & Auditing, him. 2.
¥ Ibid.,him.4.



sebelumnya, penyebab atau akar permasalahan dari Fraud dijelaskan secara
ringkas melalui ungkapan Fraud by need, by greed , and by opportunity
(kecurangan terjadi karena kebutuhan, karena serakah, dan karena ada
peluang)’. Sedangkan menurut Cressy'® dalam Tuanakota Fraud disebabkan
oleh tekanan, persepsi akan ada peluang, dan rasionalisasi. Fraud dapat
dilakukan oleh siapa saja termasuk pihak yang tidak memiliki jabatan tertentu
sekalipun''.

Banyak organisasi di seluruh dunia dipaksa untuk berurusan dengan
suap, korupsi, dan penyimpangan dalam operasi sehari-hari mereka. Dalam
industri perbankan, Fraud dapat diartikan sebagai tindakan sengaja melanggar
ketentuan internal meliputi Kebijakan, Sistem dan Prosedur yang berpotensi
merugikan'?. Meskipun lembaga perbankan biasanya dikenal sebagai salah
satu sektor yang paling ketat diatur, bank masih target bagi penipu'’. Alasan
yang benar-benar jelas, Bank menjadi sasaran empuk berbagai penyimpangan,

karena peran mereka dalam meningkatkan modal dan intermediasi modal.

’ Merupakan bagian dari teori GONE yang mengemukakan oleh Jack Blogna yang
diungkapkan juga dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 2008.
Lihat: Sudarmo.Sawardi dan Agus Yulianto, “ Fraud Auditing,” Modul: Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Sertifikasi JFA Tingkat Penjenjangan Auditor
Ketua Tim, edisi. 5. 2009.

' Cressy bernama lengkap Donald Ray Cressey lahir pada 27 April tahun 1919 dan wafat
21 Juli tahun 1987 adalah seorang penologist, sosiolog, dan kriminolog Amerika yang
memberikan kontribusi inovatif untuk studi kejahatan terorganisir, penjara, kriminologi, sosiologi
hukum pidana, dan tentang kejahatan kerah putihWikipedia,” Donald Cressey” , dalam
https://en.wikipedia.org, diakses tanggal 3 Juni 2017.

"' Tuanakota, Akuntanasi Forensik dan Audit Investigatif (Jakarta: Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPFEUI), 2007), him. 106.

12" Abdika Jaya, “ Pengaruh Pengendalian Internal Dan Komitmen Pimpinan Terhadap
Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,” Forum Bisnis
Dan Kewirausahaan Jurnal limiah STIE MDP, Vol. 7, No. 1, September 2017, hlm. 9.

" Abdul Rahman and I. S. Khair Anwar, “ Types of Fraud among Islamic Banks in
Malaysia,” International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 5, No. 2, April 2014,
hlm. 176.



Konsekuensi dari kemuraman ini tidak kecil, sebagaimana pernyataan Pakar
Hukum Perbankan dan Keuangan Perbanas Institut, Arus Akbar Silondae
tindakan penyimpangan pada perbankan telah merugikan negara dan dapat
menyebabkan kegagalan perekonomian negara'®.

Pada saat ini bank diatur sedemikian rupa oleh negara dan salah satu
alasannya ialah agar tidak terjadi tindakan penyimpangan, tidak terkecuali
Indonesia. Namun tindakan penyimpangan tetap terjadi. Dalam 2 tahun ini
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 108 kasus tindak pidana
perbankan selama hampir dua tahun terakhir. Paling banyak jenis kasus fraud
di perbankan adalah kasus kredit, diantaranya pembobolan data kartu kredit,
salah pencatatan, dan lainnya'>. Kerugian yang disebabkan Fraud mencapai
jumlah triliun sebagaimana Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
(Fitra)'°merilis kerugian negara hingga 2015 akibat penyelewengan Bantuan
Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) mencapai Rp 2.000 triliun. Menurut hasil
audit Badan Pemeriksa Keuangan, BLBI merugikan negara Rp 138,442 triliun
dari Rp 144,536 triliun BLBI yang disalurkan. Kredit itu diberikan kepada 48
bank dengan rincian 10 bank beku operasi, 5 bank take over, 18 bank beku

kegiatan usaha, dan 15 bank dalam likuidasi. BLBI digunakan untuk

" Yusran Yunus, © Ternyata Ini Pemicu Utama Terjadinya Kejahatan Perbankan,”

dalam http://finansial.bisnis.com , diakses tanggal 03 Maret 2015.

> Fiki Ariyanti, “ Dalam 2 Tahun, Ada 108 Kasus Kejahatan Perbankan” ,
http://bisnis.liputan6.com , diakses tanggal 14 November 2016.

'® Bergulirnya reformasi tahun 1998, konsekuensi terhadap mengamuknya tuntutan akan
isu good governance sebagai prinsip bernegara. Untuk memenuhi hal ini Pada tahun 1999 berdiri
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) yang merupakan organisasi yang
bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara.
Organisasi ini bersifat otonom dan non profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat
independen. lihat: Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, “ Sejarah
Singkat Organisasi” , dalam http://seknasfitra.org/perihal, diakses tahun 2012.


http://finansial.bisnis.com/
http://bisnis.liputan6.com/
http://seknasfitra.org/perihal

membayar atau melunasi modal pinjaman, pelunasan kewajiban pembayaran
bank umum, membayar kewajiban pihak terkait, serta transaksi surat berharga
yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya'’ padahal Bank berada dalam
pengawasan yang cukup ketat, diatur sedemikian rupa dan di bawah landasan
hukum yang sangat jelas.

Lalu bagaimana Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)? BMT memiliki
peran yang serupa dengan bank dalam meningkatkan modal dan intermediasi
keuangan'® namun tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan tidak berada
dalam pengawasan yang ketat seperti halnya Bank, dari penjelasan ini dapat
dipertanyakan bagaimana tindakan Fraud di BMT karena kontrol dan
pengawasan yang lemah memberi peluang penyimpangan (Fraud). Layaknya
kasus Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di mana Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) mencatat kasus tindak pidana perbankan (fraud) paling banyak terjadi
di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan OJK menyatakan maraknya kasus
fraud di BPR tidak lain karena lemahnya pengawasan yang dilakukan
terhadap BPR".

Baitul Maal Wa Tamwil merupakan salah satu Lembaga Keuangan
Mikro (LKM) yang paling pesat perkembangannya, Hal ini terlihat dalam 5

tahun berdirinya BMT, hampir separuh dari Lembaga Keuangan Mikro

" Efri NP Ritonga, “ Negara Rugi Rp 2.000 Triliun Akibat Penyelewengan BLBI” ,
dalam https://bisnis.tempo.co/read/765395 , diakses tanggal 24 April 2016.

"® Mukhaer Pakkana “ OJK DAN NASIB LKM” , dalm http://www.stiead.ac.id

" Ghoida Rahmah, “ Minim Pengawasan, OJK: Fraud Paling Banyak Terjadi di BPR” ,
dalam https://m.tempo.co/read/news/2016/11/14/087820057/minim-pengawasan-ojk-fraud-paling-
banyak-terjadi-di-bp r. diakses tanggal 14 November, 2016.


https://bisnis.tempo.co/read/765395
http://www.stiead.ac.id/
https://m.tempo.co/read/news/2016/11/14/087820057/minim-pengawasan-ojk-fraud-paling-banyak-terjadi-di-bp
https://m.tempo.co/read/news/2016/11/14/087820057/minim-pengawasan-ojk-fraud-paling-banyak-terjadi-di-bp

(LKM) nasional adalah BMT?’. Pada akhir tahun 2016 jumlah BMT telah
tercatat mencapai 4.500 BMT dengan melayani 3,7 juta orang dengan aset
mencapai sekitar Rp 16 triliun yang dikelola sekitar 20 ribu orang®'.
Berkembangnya BMT tidak lepas dari tuntutan dan kebutuhan kalangan umat
Muslim. Kehadiran BMT muncul di saat umat Islam mengharapkan ada
lembaga keuangan yang berbasis syari’ah dan bebas dari unsur riba yang
dinyatakan haram.

Eksistensi lembaga keuangan syari’ah sejenis BMT jelas memiliki arti
penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syari’ah terutama dalam
memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta
menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus
menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional, Ketua Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) Indonesia”’. Hal ini menunjukkan peranan BMT sangat
berarti bagi masyarakat, karena BMT merupakan suatu lembaga mikro
syari’ah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi
oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya di bidang permodalan. BMT
tidak hanya berfungsi dalam penyaluran modal tetapi juga berfungsi untuk

. . )
menangani kegiatan sosial®.

%0 Pernyataan karimudin selaku Deputi Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam,
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). lihat : Kbcl10 “ 5 tahun berdiri aset
BMT capai Rp3,6 triliun” , dalam http://www.kabarbisnis.com , diakses 22 Oktober 2010.

! KSP KOPDIT RUKUN, “ Menkop Puspayoga : Langkah Perhimpunan BMT Indonesia
Selaras dengan Reformasi Total Koperasi” , dalam http://ksprukun.blogspot.co.id/, diakses 16
November, 2016.

Dimas Saputra, “ OJK: Ekonomi Indonesia Butuh BMT” , dalam
http://berita.pinbuk.id, diakses, 4 Juli, 2017.

» Ahmad Ahsan Ridwan, Manajemen Baitul Mal wa Tamwil (Bandung: Pustaka Setia,

2013), him. 36.


http://www.kabarbisnis.com/
http://ksprukun.blogspot.co.id/
http://berita.pinbuk.id/

Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu daerah di mana perkembangan
BMT sangat maju pesat, Bahkan BMT di DIY disebut sebagai barometer
BMT di Indonesia, karena paling banyak jumlah dan produktivitasnya™®.
Sebagaimana penulis terangkan sebelumnya karena lemahnya pengawasan
memicu risiko terjadinya penyimpangan yang lebih besar begitupun yang
terjadi pada Baitul Maal Wa Tamwil di Yogyakarta. Penyimpangan atau
Fraud di Yogyakarta terlihat dari kasus bankrutnya sejumlah BMT sehingga
dijualnya seluruh asset untuk mengembalikan dana masyarakat dan bahkan
sebagian mengakibatkan tidak kembalinya dana masyarakat yang telah
diinvestasikan.

Contoh kasus sejumlah BMT di Yogyakarta sehingga dijualnya asset
untuk mengembalikan dana masyarakat, sebagaimana penyimpangan yang
terjadi BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi“in di Yogyakarta 2014
pembiayaan mengalami pailit karena penyimpangan yang dilakukan oleh
Anggota BMT. Kasus BMT Hilal Pada tahun 2011 BMT Hilal melarikan
tabungan Anggota hingga Rp 22 Miliar, BMT Hilal menawarkan simpanan
atau deposito seperti di perbankan dengan bunga atau bagi hasil yang sangat
fantastis. "Produk simpanan yang ditawarkan berjangka enam bulan, 12 bulan,
dan 18 bulan, yakni berupa simpanan pendidikan tinggi, simpanan pendidikan
terpadu, simpanan jaminan kerja dan deposito Hilal, serta simpanan jaminan
kesehatan,”. BMT Hilal berhasil menggalang dana dari masyarakat namun

tidak dapat mengembalikan dana yang dihimpun, dan bahkan pemilik BMT

* Neni ridarineni, “ BMT di Yogya Diminta Kembali Biaya Mikro” , dalam
http://www.republika.co.id/. diakses tanggal 27 Mey, 2016.


http://www.republika.co.id/

Hilal menghilang, dan sulit dilacak keberadaannya® dan kasus serupa juga
terjadi pada BMT Isra di mana Direktur Utama BMT Isra membawa uang
anggota 51 miliar, kasus ini terungkap bermula karena sejak bulan November
2010 anggota sudah tidak menerima nisbah seperti yang dijanjikan pihak
BMT Isra’. Kasus lainnya ialah tentang Penggelapan dana BMT Amratani
Wates yang dilakukan oleh karyawan BMT, tersangka menggelapkan dana
anggota dengan mencetak buku setoran sendiri. Buku setoran ini dibuat
dengan cara di fotokopi kemudian digunakan untuk menarik uang dari
amggota’’ dan masih banyak lainnya kasus-kasus fraud di BMT yang dapat
dilakukan dengan beragam cara.

Fraud (penyimpangan) merupakan salah satu penyimpangan dalam
norma-norma sosial, di mana penyimpangan pada sistem apapun baik
perbankan setidaknya diharapkan mereda. Sebab, memang, fraud tidak
mungkin bisa dihilangkan hingga nihil. tetapi, tentu, harapan berkurangnya
fraud ini sangat bergantung pada kesiapan masing-masing untuk
mencegahnya. Untuk itu, jelas, perlu aksi. Jadi dapat disimpulkan tindakan
pencegahan merupakan kunci agar dapat menghindar dari kemungkinan suatu

kejadian yang tidak diinginkan.

» Ayu Mustika “ Penipuan Berkedok BMT Rp 35 Miliar Dikemplang” dalam
http://edisicetak.joglosemar.co/berita/penipuan-berkedok-bmt-rp-35-miliar-dikemplang , diakses
tanggal 15 Januari, 2011.

Ufi “ Kantor BMT Isra Bantul digerundug Ratusan Nasabah” , dalam
http://;jogja.tribunnews.com, diakses 16 Februari, 2011.

*7 Hari Susmayanti “ Polisi Tetapkan Tersangka Penggelapan BMT Amratani Wates” ,
dalam http://jogja.tribunnews.com/2011/10/11/polisi-tetapkan-tersangka-penggelapan-bmt-
amratani-wates , diakses tanggal 11 Oktober, 2011.


http://edisicetak.joglosemar.co/berita/penipuan-berkedok-bmt-rp-35-miliar-dikemplang
http://jogja.tribunnews.com/
http://jogja.tribunnews.com/2011/10/11/polisi-tetapkan-tersangka-penggelapan-bmt-amratani-wates
http://jogja.tribunnews.com/2011/10/11/polisi-tetapkan-tersangka-penggelapan-bmt-amratani-wates

Fraud (penyimpangan) yang merupakan salah satu penyimpangan
dalam norma-norma sosial, dapat dicegah dengan menerapkan tindakan
preventif dan kuratif yang merupakan bagian dari Pengendalian sosial yang
bertujuan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkinan
terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial®®. Di mana
pengendalian sosial adalah suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan
sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan
bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku®’. Dengan ada pengendalian
sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang
berperilaku menyimpang atau membangkang®®. Sri Pujiastuti dkk dalam
tulisannya menyatakan Pengendalian sosial dapat dilakukan melalui proses
sosialisasi. Dalam sosialisasi, nasihat, anjuran, larangan atau perintah dapat
disampaikan sehingga terbentuklah kebiasaan untuk menjalankan peran sesuai
dengan yang diharapkan'.

Tindakan preventif dan kuratif merupakan tindakan yang saling
berkesinambungan. Tindakan preventif menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI)* diartikan “Bersifat mencegah®. Tindakan preventif yang

dimaksud dalam penelitian adalah strategi preventif dilakukan melalui

¥ Menurut Berger pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan masyarakat

untuk menertibkan anggotanya yang membangkang. sementara itu, Roucek mengemukakan bahwa
pengendalian sosial adalah suatu istilah kolektif yang mengacu pada proses terencana yang
cenderung mengacu pada proses terencana yang cenderung menganjurkan, membujuk, atau
memaksa individu untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan dan nilai hidup suatu kelompok.
Lihat: Kun Maryati dan Juju Suryawati, Sosiologi (Jakarta: Erlangga, 2011), him. 142

%% Sugih Harsono. dkk, llmu Pengetahuan Sosial (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 168.
30 H
Ibid.
*! Sri Pujiastuti dkk, Antorpologi. IPS Tetpadu: Untuk SMP dan MTs Kelas VIl Semester

2 (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 74

% http://kbbi.web.id
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pengembangan sistem pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk
mencegah, menangkal, dan memudahkan pengungkapan fraud, Sedangkan
tindakan  kuratif menurut KBBI’’, diartikan sebagai “Menolong
menyembuhkan (penyakit dan sebagainya); mempunyai daya untuk
mengobati”. Tindakan kuratif yang dimaksud adalah upaya penindakan, yaitu
dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar, tindakan kuratif bisa
berupa pemberian peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan
hukum pidana. Tujuan tindakan preventif dan kuratif tidak lain untuk
mengurangi kesempatan bagi calon pelaku untuk melakukan fraud dan
meningkatkan persepsi bahwa setiap tindakan fraud akan terdeteksi dan akan
tindak lanjut.

Dalam hal dunia perbankan tindakan preventif dan kuratif dalam
pencegahan terjadinya fraud sangat erat kaitannya dengan penerapan dan
perumusan Good Corporate governance (GCG). Di mana banyak instansi
yang menyatakan menerapkan dan merumuskan Good Corporate governance
(GCG) yang baik dapat mengurangi terjadinya fraud pada instansi seperti
halnya yang disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Nelson
Tampubolon salah satu cara yang efektif dalam mencegah terjadinya fraud
ataupun penyimpangan dapat dilakukan dengan menerapkan Good Corporate
governance (GCG) agar berdampak menghasilkan kinerja yang baik>*.
Begitupun yang dinyatakan oleh Rahmat Waluyanto Wakil Dewan

Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menilai tingkat

33 ypi
Ibid.
*Agustinus “BPR Rawan Fraud”, dalam http://www.neraca.co.id/article/77276/bpr-
rawan-fraud , diakses tanggal 15 November, 2016.


http://www.neraca.co.id/article/77276/bpr-rawan-fraud
http://www.neraca.co.id/article/77276/bpr-rawan-fraud
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penyimpangan yang dilakukan institusi keuangan masih sangat tinggi
sehingga penerapan Good Corporate governance (GCG) harus ditingkatkan™.
Pernyataan para pakar jelas punya makna, sebagaimana Abu-Tapanjeh
pernyataan Tata kelola yang benar dan baik ( Good Corporate governance)
telah dibuktikan mampu meningkatkan efisiensi dan performa perusahaan
yang menerapkannya>’.

Corporate governance pada dasarnya merupakan sistem atau
mekanisme hak, proses, dan kontrol secara keseluruhan. Good Corporate
governance (GCG) merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan
perusahaan dalam memberikan pertanggung jawab annya kepada para
shareholders khususnya, dan stakeholders pada umumnya’’. Dengan ada
Good Corporate governance (GCG) pihak-pihak yang berperan dalam
menjalankan perusahaan dapat memahami dan menjalankan fungsi dan peran
sesuai wewenang dan tanggung jawab yang jelas.

Penerapan Good Corporate governance (GCG) akan dapat mencegah
kecurangan (fraud) karena prinsip GCG bukan saja mengembangkan kode etik
dan prinsip untuk menghindari penyimpangan yang bertentangan dengan
hukum, tetapi menyangkut pula tentang keterbukaan, tidak diskriminatif,

tanggung jawab yang jelas, dan ada media kontrol masyarakat. di mana hal ini

 Dian Thsan, “ OJK: Penyimpangan di Institusi Keuangan Sangat Tinggi” , dalam
http://bisnis.liputan6.com. diakses tanggal 04 Desember 2013.

3 Abu Tapanjeh. “ Corporate Governance from The Islamic Perspective” . Critical
Perspective on Accounting, Vol. 20, hlm. 556-567, 2009.

7 Imam Mustofa, “ Mengawal Prinsip-Prinsip Good Corporate governance dengan
Penegakan” , jurnal hukum Millah, Vol . VII, No. 1, Agustus 2007, him. 181-194.


http://bisnis.liputan6.com/
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tergambar pada 5 prinsip dasar dalam menjalankan Good Corporate
governance (GCGQG), yakni: Transparansi, Prinsip Akuntanbilitas, Pertanggung
jawab an, Kewajaran, dan Kemandirian®®.

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan fraud suatu yang
merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik yang ada
maupun dalam Islam. suatu hal yang menyimpang dan merugikan perlu untuk
dicegah dan dihentikan. Penyimpangan dalam pengendalian sosial dapat di
hindari dengan tindakan preventif dan kuratif dalam organisasi ataupun
lembaga. Hal ini sangat erat dengan penerapan Good Corporate governance
(GCG). Good Corporate governance (GCG) dalam lembaga suatu hal yang
menjadi sangat penting untuk diterapkan,agar tercapai tujuan dan dapat
mengatasi dan mencegah jika terjadinya peyimpangan.

Dari keterangan di atas peneliti tertarik penulis tertarik untuk
menganalisis Tindakan Preventif dan Kuratif yang dilakukan dalam
mengendalikan Fraud pada BMT dan kendala BMT dengan melalui
pendekatan penerapan Good Corporate governance (GCG) yang terapkan
pihak-pihak BMT di Yogyakarta, begitupun tipe-tipe Fraud yang terjadi pada
BMT di Yogyakarta dan Faktor-faktor penentu yang menjadi dasar
penyimpangan. Di mana Untuk menangkal atau memerangi fraud perlu
dipahami terlebih dahulu faktor pendorong dan penyebab terjadinya fraud.

Selain dari keterangan di atas yang menjadi alasan peneliti dalam

melakukan penelitian adalah Karena kurangnya investigasi ilmiah dilakukan

* Ibid.
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pada Fraud di BMT (Baitul Maal Wa Tamwil). dari hasil penelitian ini
mudah-mudahan memenuhi kesenjangan empiris untuk menyelidiki dan
memastikan jenis Farud BMT (Baitul Maal Wa Tamwil), dan untuk
mendapatkan pemahaman yang jelas tentang faktor-faktor penentu

penyimpangan pada BMT.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada wuraian latar belakang di atas, maka pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Apa tipe-tipe Fraud yang terjadi pada BMT Syari’ah di kota Yogyakarta?
2. Apa Faktor-faktor penentu yang menjadi dasar penyimpangan?
3. Apa Tindakan Preventif dan Kuratif yang dilakukan dalam mengendalikan

Fraud pada BMT?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah
dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut
a. Mengetahui jenis umum dari Fraud yang sering terjadi di BMT
Yogyakarta.
b. Dapat menyimpulkan faktor-faktor penentu yang mendasar terjadinya

fraud di BMT Yogyakarta.
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c. Menjelaskan tindakan-tindakan preventif dan kuratif yang dilakukan
oleh BMT di Yogyakarta dalam mengatasi Fraud.

d. Menjelaskan kendala yang terjadi pada BMT di Yogyakarta dalam
melakukan tindakan-tindakan preventif dan kuratif.

2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan tujuan di atas, diharapkan penelitian ini dapat
memberikan suatu manfaat yang nantinya menjadi bahan informasi atau
menjadi referensi pihak lain, yaitu sebagai berikut:

a. Diharapkan hasil penelitian ini menjadi salah satu referensi penelitian,
menambah khazanah keilmuan, menjadi tambahan informasi, dan
sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain.

b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan bagi BMT Yogyakarta
dalam mengenal dan mengatasi tindakan Fraud

c. Dengan ada penelitian ini Masyarakat diharapkan akan mendapat

informasi lebih terkait Fraud di BMT Yogyakarta.

D. Sistematika Pembahasan
Agar dalam penulisan tesis ini lebih terarah, integral dan sistematis
maka dalam penulisannya dibagi dalam enam (6) bab di mana di setiap bab
terdiri dari sub - sub sebagai perincian. Adapun sistematika pembahasannya
adalah sebagai berikut :
Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjadi gambaran awal

dari apa yang akan dilakukan oleh peneliti. Bab ini berisi berisi latar belakang
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masalah yang menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian, dilanjutkan
rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan serta tujuan dan
kegunaan penelitian berisi tentang tujuan dilakukan penelitian. kemudian
diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan sistematika
penyajian hasil penelitian dari awal penelitian hingga penyajian kesimpulan
dari hasil penelitian.

Bab kedua merupakan kelanjutan dari bagian pendahuluan yang
didalamnya berisi landasan teori dan kajian pustaka. Bab ini membahas
mengenai tinjauan teoretis tentang informasi-informasi mengenai penelitian
yang berisi tentang telaah pustaka dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga, metode penelitian yang berisi tentang gambaran atau
teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi
uraian tentang penjelasan mengenai proses penelitian, kondisi sampel, dan
penentuan sampel, dalam pengumpulan data maupun analisis data.

Bab keempat, penjelasan tentang obyek penelitian, Baitul Maal Wa
Tamwil (BMT). Dalam bab ini menjelaskan dengan rinci tentang Baitul Maal
Wa Tamwil baik dari segi kedudukan hukum dan tata kelola manajemen Baitul
Maal Wa Tamwil yang merupakan poin dalam menerapkan Good Corporate
governance (GCQG).

Bab kelima, tentang hasil penelitian dari pengolahan data dengan
pembahasannya, yang didasarkan pada analisis hasil wawancara dan

dokumentasi.
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Bab keenam, berisi penutup yang di dalamnya memaparkan

kesimpulan dan saran hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.



BAB V

PENUTUP

Setiap aktivitas organisasi pasti ada ketidak pastian yang identik dengan
risiko, di antaranya adalah risiko terjadinya kecurangan atau penyimpangan atau
dikenal dengan istilah fraud. Dalam kegiatan organisasi fraud merupakan bagian
kecurangan yang bisa berdampak menghancurkan lembaga. Di lingkungan
koperasi, fraud kemungkinan bisa terjadi dan dilakukan oleh semua pihak seperti
pengurus, pengawas, manajemen, karyawan, maupun anggota. Pengurus bisa
melakukan fraud, biasanya karena memiliki kewenangan yang lebih luas dalam
pengambilan kebijakan, sementara manajemen bisa melakukan fraud karena
merupakan pihak yang mengelola operasional. berdasarkan teori Teori DR. Steve
Albrecht dengan mengembangkan struktur organisasi baik dari segi manajemen

dan mitra usaha pada BMT, maka pelaku fraud peneliti klasifikasikan sebagai

berikut.
No Teori DR. Steve Albrecht Fraud Risk

1 | Kecurangan manajemen (Management | Dewan Pengurus
Fraud) Manajemen/Direktur

2 | Kecurangan oleh karyawan (Employee | Pembukuan
Fraud) Teller/kasir

Pemasaran

3 | Kecurangan penanam modal -
(Investment Fraud)

4 | Kecurangan konsumen (Customer Anggota Pembiayaan (Landing)
Fraud)

5 | Kecurangan pemasok barang (Vendor | Mitra/Supplier
Fraud)

6 | Kecurangan lainnya Fraud yang tidak termasuk

kecurangan-kecurangan di atas

130
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Hasil penelitian dari penelitian, di lingkungan Baitul Maal Wa Tamwil
(BMT) fraud kemungkinan bisa terjadi dan dilakukan oleh semua pihak seperti
pengurus, pengawas, manajemen, karyawan, maupun anggota. BMT dalam
pengelolaan sangat megandalkan kejujuran, dan keterbukaan. Sehingga moralitas
dan mentalitas para pengurus dan pengelola menjadi jaminan utama bagi
keberhasilan pengelolaan usaha. Walau sudah ada ketentuan dan peraturan yang
jelas tentang pengelolaan usaha baik , khususnya bidang keuangan, masih saja
resiko fraud pada penyimpangan berupa penipuan, penggelapan, pencurian, mark
up dan manipulasi yang menyangkut keuangan pada BMT masih tinggi dengan
didasari oleh banyak faktor seperti Tekanan (Unshareable pressure/ incentive),
Ada  kesempatan/peluang  (Perceived Opportunity) dan Rasionalisasi
(Rationalization).

Begitupun dengan tindakan preventif dan kuratif. dari hasil wawancara
BMT dan dokumen-dokumen pengaturan pengelolaan maka peneliti dapat
menyimpulkan BMT telah memiliki acuan dalam penerapan Good Corporate
governanceyang baik yang merupakan bagian dari tindakan preventif dan kuratif
dalam mencegah dan mengatasi terjadinya fraud pada BMT dan langkah tersebut
telah menjadi suatu yang umum diketahui oleh pengurus, pengelola dan
karyawan. namun penerapan Good Corporate governance pada BMT terdapat
beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Good Corporate governance (GCG)
menjadi salah satu langkah tindakan preventif dalam menghadapi risiko fraud
bukan tanpa alasan. Di mana pada penerapan Good Corporate governance

(GCGQG) ada prinsip dasar yang mengembangkan kode etik dan prinsip-prinsip lain
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untuk menghindarkan dari penyimpangan yang bertentangan dengan hukum yakni
prinsip Prinsip Transparancy, Prinsip Accountability,Prinsip Responsibility,
Prinsip Independency (kemandirian), dan Prinsip Fairness.

Melihat sudut pandang syari’ah yang merupakan dasar dan perinsip
tatakelola BMT, terdapat beberapa prinsip syari’ah yang mendukung
terlaksananya Good Corporate governance atau tata kelola seperti . pada BMT
Prinsip Good Corporate governance merupakan perinsip yang selaras dengan
ajaran agama Islam. Hal ini serupa dengan pernyataan Umar M. Chapra yang
menyatakan bahwa dalam sistem ekonomi Islam yang telah diterapkan pada
beberapa negara muslim antara lain menggunakan prinsip syari’ah yang lebih
menekankan pada aspek harmoni.

Jika analisis dari hasil wawancara BMT maka dapat di simpulkan BMT
telah memiliki acuan dalam penerapan Good Corporate governance yang baik
yang merupakan bagian dari tindakan preventif dalam mencegah terjadinya fraud
pada BMT dan langkah tersebut telah menjadi suatu yang umum diketahui oleh
pengelola namun pada faktanya dari wawancara peneliti 5 dari 7 pengelola
mengakui penerapan Good Corporate governance pada BMT terdapat beberapa
kendala dalam pelaksanaannya. hal ini juga serupa dengan pernyataan Kamijo
selaku staf dinas koprasi BMT selaku ukm berbadan hukum koprasi dalam
pengelolaan agar berjalan dengan baik dan terarah telah diatur dalam undang-
undang dan seperti AD/ART, Namun elemen pendukung dalam pengelooan BMT
seperti sistem pengawasan, SDA, dan kemajuan teknologi pelaksanaannya sangat

minim dan tertinggal.
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BMT dalam memenimalkan resiko fraud selain telah mangambil langkah
pada tindakan preventif BMT juga telah mengembangkan tindakan kuratif. Dari
keterangan dapat disimpulkan tindakan kuratif pada BMT dalam hal fraud juga
dikenal sebagai tindakan pemberian sanksi hukum kepada para pelaku fraud
dengan tujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan peringatan untuk tetap
dan terus menjalani wewenang dan kewajiban dengan baik dan benar. Tindakan
kuratif merupakan pola ancaman sanksi dengan tujuan membuat karyawan
menjadi  berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya dan menghindari
pelanggaran. pada setiap BMT memiliki mekanisme yang berbeda-beda namun
demikian dari hasil wawancara, terdapat (lima) pilihan tindakan yang umum
dilakukan yakni: Teguran (Reprimand), Penurunan Jabatan (Demosi), Dipaksa
Mengundurkan Diri, Diberhentikan Secara Tidak Hormat (Pemecatan) dan

Retribusi (Penggantian Jumlah Kerugian).
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